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Bab 1

HUKUM PERNIAGAAN
INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perdagangan atau perniagaan internasional merupakan bidang
hukum yang berkembang cepat. Pesatnya perkembangan tersebut paling
tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi
informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan

cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi, bahkan
karena pesatnya para pelaku dagang tidak perlu mengenal atau mengetahui

siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain, hal ini
tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-

commerce (Huala Adoll zoo5:r).
Walaupun perkembangan bidang hukum bedalan dengan pesatnya,

namun ternyata masih belum ada kesepakatan mengenai definisi hukum
perniagaan internasional ini. Beberapa definisi mengenai hukum
perdagangan internasional, di antaranya :

1. Definisi Schmitthoff
Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:

"....the body of rules gouerning commercial relationship of a priuate
laut nature inuoluing different nations" (Huala Adoll zoo5:4).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa :

a. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang
mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata

b. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang

berbeda negara.

Schmitthof menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional
tidak termasuk dari aturan-aturan hukum internasional publik yang
mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya aturan-aturan hukum
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KONTRAK DAGANG
INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Istilah kontrak seringkali disamakan dengan perjanjian. Menurut Huala

Adolf dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, kontrak

internasional dibedakan dengan perjanjian internasional, istilah kontrak

internasional dalam bidang komersial atau perniagaan sedangkan perjanjian

internasional dalam bidang publik yang bukan bersifat komersial atau

perniagaan. Untuk istilah yang kedua di Indonesia perjanjian internasional

diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2ooo tentang Perjanjian internasional.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2ooo Pasal r ayat r perjanjian internasional

didefinisikan sebagai berikut: (Huala Adolf, 2oo7:7)

"Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis

serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik".

Pengertian kontrak internasional menurut Willis Reese, guru besar ilmu

hukum dari Universitas Columbia, Amerika Serikat (AS) adalah kontrak-

kontrak yang di dalamnya terdapat unsur dua negara atau lebih. Kontrak-

kontrak tersebut bisa dilakukan oleh antara negara dengan negara, negara

dengan pihak swasta, atau di antara pihak swasta. Sedangkan menurut

Sudargo Gautama kontrak internasional adalah kontrak nasional yang

terdapat unsur luar negbri atau foreign element (Huala Adolf, 2oo7i4).

Kapan suatu kontrak itu ada unsur asingnya, belum ada pendapat yang

sama. Pendapat Reese di atas pada prinsipnya mengemukakan adanya dua

pihak yang berkebangsaan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan ini
memang yang lazim dianut.

Secara teoritis unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak

adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu: (Huala Adolf,

?

itu?
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1. Kebangsaan )'ang berbeda (seperti tersebut di atas)

2. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda

3. Hukum ) ang dipiiih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau

prinsip-prinsip kontrak internasional dalam kontrak tersebut

4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri

5. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri

5. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri

7 . Ob1'ek kontrak di luar negeri

8. Bahasa ]-ang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing dan

g. Digunakann)-a mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

Dalam hai terjadinya suatu transaksi internasional, permasalahan

hukum )-ang biasa dihadapi antara lain:

1. Penjual enggan mengirimkan barang kepada pembeli tanpa ada jaminan

pembayaran dan pembeli enggan membayar terlebih dahulu sampai ia

memeriksa kualitas barang yang dibelinya atau setidak-tidaknya ia tahu

bahwa barang tersebut sudah dikapalkan.

2. Masalah bahasa

3. Sistem hukum yang berbeda

B. DASAR HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNA-
SIONAL

Dasar Hukum Kontrak Perdagangan Internasional meliputi: (Gunawan

Widjaja dan Ahmad Yani, 2oo3lg-r7)
1o Contz:o:ct houisions

Nlerupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak dagang tersebut oleh

kedua belah pihak dan merupakan dasar hulium utama bagi suatu kontrak.

Apa yang diatur dalam kontrak terserah pada para pihak. Jika provisi suatu

kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada

hal-hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam

kontrak, hukum akan menyediakan optional iau' (hukum yang mengatur)

untuk mengisi kekosongan hukum dalam masy'arakat.

z. Geners.l Contz.o,ct Lau)
General Contract Law dapat dilihat dalam ketentuan )-ang diatur dalam

KUHPerdata Buku Ketiga.

B. Spesiflc Contract Lsw
Mengatur tentang ketentuan-ketentuan khusus );ang berkenaan dengan

kontrak-kontrak tertentu. Dalam Perjanjian jual beli internasional misainya

jika yang beriaku adalah hukum Indonesia maka berlaku juga ketentuan

1{ F-rnr.r Fttnttrrrl & Snxror Yur,rAlrucnouo
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COAITIENTION ON
CONTRACTS
F O R THE INTE RNATIO AT,4L

9ALE OF GOODS (CrSG)

A. PENDAHULUAN

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang
melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang

membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban
untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Umumnya perjanjian
jual-beli didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (dalam menentukan
bentuk dan isi jenis perjanjian).

Pedanjian jual-beli akan menjadi lebih komplek bila melibatkan para
pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Sudah menjadi hal
yang umum jika kegiatan bisnis tidak mengenal batas wilayah/geografis
tertentu (domestik, regional, internasional). Perbenturan antara sistem
hukum yang berbeda tersebut dapat menimbulkan permasalahan, antara
lain:
l. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi

berbeda satu dengan lainnya.
2- Perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang

dibuat (apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara
tertentu ternyata dilarang oleh sisten hukum negara lainnya).
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat timbul dari

Leanekaragaman sistem hukum tersebut maka komunitas perdagangan

internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur
perjanjian jual-beli barang internasional. Salah satu usaha tersebut adalah

lmbentukan UNIDROIT (institut untuk unifikasi hukum perdata) (Sudargo

Cautama , LggT:21), yang dibentuk Tahun 17z6 disponsori oleh Liga Bangsa-

Bangsa (LBB) ataru League of Nafions. Badan ini merupakan suatu badan
internasional yang bertanggungi awab kepada pemerintah-pemerintah dari
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IIVTERIVATIOIVAL
COMMERCUL TERMS
(TNcOTERMS)

A. PENDAHULUAN

Pada saat pembuatan sales contract, khususnya dalam perdagangan
internasional, ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu:
(r) uraian barang-barang (description of goods), (z) jumlah barang
(Enntity), (S) harga Qtrice), (4) syarat penyerahan barang (termasuk juga
tempat penyerahan barang). Berkaitan dengan syarat penyerahan barang,
saat ini dikenal berbagai jenis syarat penyerahan barang dalam kegiatan
*spor impor. Dan untuk menghindari salah paham tentang tanggung jawab
para pihak, l*rususnya dalam penyerahan barang, maka perlu adanya suatu

1reraturan standar yang ditunjuk oleh para pihak. Salah satu rujukan yang
sudah digunakan dalam perdagangan internasional adalah syarat
perdagangan yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce

GCC), semacam kamar dagang international, yang dikenal dengan nama
hternational Commercial Terms (Incoterms).

Incoterms telah beberapa kali diperbaharui karena adanya berbagai
perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata cara pengangkutan serta
perkembangan baru dalam bidang komunikasi, terakhir dengan dikenalnya

Irenggunaan data elektronika (Electronic Data Interchang e /EDI) dalam

lrerdagangan internasional. Sebelum dikeluarkannya Incoterms oleh ICC,
pada tahun Lg2o-an, para pedagang telah mengembangkan seperangkat
istilah (persyaratan) perdagangan untuk menjelaskan hak dan tanggung
jawabnya yang berkaitan dengan transportasi barang. Sayangnya tidak ada

Leseragaman penafsiran terhadap persyaratan-persyaratan tersebut di
semua negara. Akibatnya sering muncul kesalahpahaman dalam transaksi
Iintas batas negara tersebut (R. P. Suyono, zoo3:334).

Untuk mengatasi hal tersebut, ICC mengembangkan aturan untuk
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Bab 6

HUKT.IM PENGANGKUTA}{

A. PENDAHULUAN

Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berafi angkat/bawa,
muat dan bawa/kirimkan. Pengangkutan adalah pengangkatan dan
pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/orang,
jadi dalam pengertian pengangkutan tersimpul suatu proses kegiatan/
gerakan dari satu tempat ke tempat lain. tengkapnya pengangkutan adalah

proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan,

membawanya dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan
barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Jika penggunaan alat pengangkut ditarik biaya angkut disebut dengan
pengangkutan niaga.

Sebagai suatu perjanjian, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik
antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (HMN. Purwosutjipto,
t991:z).

Pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang

terdiri atas:

1. Pengangkutan laut
2. Pengangkutan udara

3. Pengangkutan darat

B. PENGANGKUTAN LAUT

Sumber hukum pengangkutan laut dalam kegiatan perniagaan

internasional antara lain:



1. Perjanjian Internasional
Beberapa perjanjian internasional

pengangkutan laut antara lain:

a. The Hague Rules 1924

yang menjadi pedoman dalam

Istilah dan peraturan dalam Hague Rules dibuat di Den Haag pada
tahun LgzL dan diterima oleh beberapa negara dalam pertemuan di
Brussel pada tahun Lg24 yang selanjutnya disebut Konvensi Hague
Rules L924. Sampai dengan saat ini sudah 8o negara telah meratifikasi
konvensi ini (Gabriel Moens dan Peter Gillies, 2ooo:LTS). Selain itu,
ada juga beberapa negara, yang meskipun tidak mengikuti konvensi ini
tetapi setuju untuk menerima ketentuan dalam konvensi ini dalam
pengaturan pengangkutan lautnya (R.p. Suyono, 2oo3:337), dan
Indonesia dalam hal ini tidaklah termasuk negara yang meratifikasi
konvensi Hague Rules.

The Hague Rules merupakan aturan dasar yang dapat digunakan
antara pengirim dengan pengangkut. Tiga aturan dasar yang diatur
dalam The Hague Rules ini antara lain: (Gabriel Moens dan Peter Gillies,
2OOO:L75)
r) Pengangkut setuju untuk melakukan pengujian sebelum dan pada

awal perjalanan pelayaran agar kapalnya laik laut.
z) Pengangkut setuju untuk menjaga muatan yang dipercayakan

kepadanya dengan sebaik-baiknya.

3) Pengirim setuju bahwa jumah terbesar yang harus ditanggung oleh
pengangkut apatila terjadi kerusakan atau kehilangan barang
adalah sebesar E roo per paket atau per unit.

b. The Hague-Visby Rules lgOB

The Hague Rules, pada tahun Lg6S telah diusulkan untuk dilengkapi
(diamandemen). Pada tahun 1968, usul tersebut diterima oleh beberapa
negara yang kemudian dikenal dengan The Hague-visby Rules.
Ketentuan mendasar yang membedakan The Hague-Visby Rules ini
dengan The Hague Rules adalah tentang jumah terbesar yang harus
ditanggung oleh pengangkut apabila tedadi kerusakan atau kehilangan
barang adalah 2,oo SDR per kg atau 666,67 SDR per paket. sDR (special
drou;ing right) adalah satuan uang yang mengacu pada harga emas.
Secara berkala, setiap satu atau tiga bulan, International Monetarg
Fund (IMF) mengeluarkan sDR (R.p. Suyono, 2oo3:152). Indonesia
termasuk negara yang menggunakan Hague-Visby Rules, selain hukum
nasionalnya dalam pelayaran, namun bukan termasuk dalam anggota
konvensi ini (R.P. Suyono, zoo3:g39).
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c. The Hamburg Rules

The Hamburg R

menghilangkan per
Rules. Secara singka
dalam The Hambu:
zoo3:339)
r) Dasar penerapa

Hamburg Rules
(pelabuhan) sei
(pelabuhan) I,an

z) Hamburg Rules
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dan melebihi tar:

dan Hague-Visb,
g) Pengangkut tetal

dan bilamana ac

harus dapat mer
melakukan sega
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D Batas tanggung ia
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5) Barang diangga
diserahkan dari i

z. Hukum Kebiasaa

B. Prinsip-prinsip Fl

4. Putusan-putusan

S. Hukum Kontrak
6. Hukum Nasional
A. KUHD

KUHD masih ber
tidak diatur dalam ,,.

Beberapa ketentuan n:
KUHD antara lain:
r) Buku II Bab \. te:
z) Buku II Bab YA t:
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Bab 8

LETTER OF CREDTT (LtC)

A. PENDAHULUAN

Sebelum L/C ditemukan, sistem pembayaran internasional yang dipakai

dalam transaksi ekspor impor adalah:

1. Pembayaran dimuka (o'duornce polArnent)

Adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir
sebelum barang dikapalkan baik untuk seluruh nilai barang (full payment)

maupun untuk sebagian (partial poAmenf) tanpa menggunakan L/C
.Kesepakatan tentang pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli
antara kedua pihak, atau dalam surat pesanan (order) yang diterima oleh

importir. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank devisa atau langsung

kepada eksportir dan dilakukan dengan transfer, paAment order, cek atau

wesel, sedangkan dokumen pengapalan dan dokumen-dokumen lainnya

dikirim langsung oleh eksportir kepada importir.

z. Perhitungan kemudian (opett o.ccount)
Adalah kebalikan dari cara pembayaran dimuka. Penjual dan pembeli

sepakat bahwa penyelesaian atas transaksi akan diperhitungkan dalam
pembukuan masing-masing atau pembeli akan melunasi pembayaran

kemudian hari pada tanggal yang sudah disepakati, akhir bulan atau satu

bulan setelah barang dikapalkan.Kesepakatan tentang cara pembayaran ini
dicantumkan dalam kontrak jual beli tersebut. Barang dan dokumen
pengapalan serta dokumen-dokumen lainnya dikirim oleh eksportir
langsung kepada importir, sehingga importir dapat dengan bebas

mengambil barang-barang itu setelah tiba di pelabuhan. Untuk penyelesaian

pembayaran, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan transfer atau

mengirim wesel, cek dan sebagainya.

t



B. Konsinyasi
Adalah mengimpor barang titipan dari pihak luar negeri untuk

dijualkan. Barang tidak dijual oleh eksportir kepada importir, tetapi hanya
dititipkan saja untuk dijual. Kedudukan importir disini bukanlah sebagai
pembeli, hak atas barang itu masih ada pada eksportir. Sedangkan
pembayaran atas barang itu baru akan dikirim kepada eksportir setelah
barang tedual.

4. Wesel fnkaso (colleetion draft)
Adalah penagihan melalui bank,yaitu pengiriman dokumen oleh

eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih
pembayaran, baik dengan mengunakan wesel maupu n promissora note
(promes).

Pembayaran dengan cara di atas jarang sekali dilakukan dalam
perdagangan internasional karena mengandung kelemahan-kelemahan.
Misalnya pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayaran dimuka
berisiko tirgg, bagi importir, sedangkan pembayaran dengan perhitungan
kemudian berisiko tinggi bagi elaportir. Untuk menengahi serta mengurangi
risiko masing-masing cara pembayaran diatas dikenal cara pembayaran
yang disebut dengan L/c, L/C akan menjadi jembatan bagi eksportir
dan importir yang terpisah oleh negara dan belum saling
mengenal dengan baik, manfaat L/C adalah memudahkan pelunasan
pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir, menjamin
kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang
terkait, bagi eksportir manfaat L/C karena pembayaran terjamin, pada
jenis L/C tertentu seperti sight L/C pembayaran dapat segera diterima
yang berarti eksportir memperoleh kredit tanpa bunga.L/C juga dapat
dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Bagi importir dengan
dana minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang
tiba, importir akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran
kalau semua persyaratanL/C belum terpenuhi. Sisi negatif L/C adalah baik
bank maupun shipping eornpo;na tidak terlibat dalam
pemeriksaan fisik atas barang ekspor/impor, penggunaanL/C akan
timbul cukup banyak biaya yang berkaitan dengan persyaratan proses
pembukaan L/c dan penyelesaian dokumen, juga akan banyak waktu
terbuang dalam proses pemenuhan persyaratan L/C dan persiapan-
persiapan dokumennya.

B. CARA PEMBAYARAN DENGAN UC

1. Pengertian
Letter of Credit seringjuga disebut dengan documentary credit (kredit
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ASTJRANSI

A. PENDAHULUAN

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah Verzekering dan
Assurantie. Prof R.sukardono Guru Besar Hukum Dagang
menerjemahkannya dengan pertanggungan. Istilah pertanggungan ini
umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi
hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie
(Belanda), assuronce (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.
Sekarang kedua istilah tersebut pertanggungan dan asuransi dipakai, baik
dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum
sebagai sinonim (Abdulkadir Muhammad, zooz:6).

Asuransi adalah kebutuhan untuk mengatasi risiko. Risiko adalah suatu
kemungkinan menghadapi / ditimpa kerugian. Risiko dibedakan menjadi z
(dua):

1. Menumt sifatnya
a. Risiko spekulatif

Apabila akibatnya dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan.
Terjadinya kerugian bagi seseorang dapat menimbulkan keuntungan
bagi pihak lain, contoh; jika seseorang menjual rumahnya pada orang
lain dengan rugi maka ini akan berarti untung bagi pihak pembeli.
Apakah ia akan berakibat untung atau rugi, tidak dapat dipastikan
sebelumnya. Tidak sama dengan pertaruhan atau perjudian (walaupun
merupakan risiko spekulatif, tetap ada perbedaannya dengan risiko
spekulatif pada pertanggungan). Pada pertanggungan risiko spekulatif
tidak ditimbulkan oleh adanya pertanggungan, risiko ada sebelurn
perjanjian diadakan. Risiko yang justru ingin dipertanggungkan dengan



perjanjian yang akan dibuat. Sedangkan pedudian atau gambling risiko
spekulatif justru timbul karena gambling atau perjudian.

b. Risiko murni

Risiko Murni :risiko yang tidak mencampurkan antara 2 unsur yaitu
untung dan rugi tetapi selalu membawa akibat yang tidak
menguntungkan, betul-betul memperhitungkan kerugian itu benar-
benar tedadi. Contoh; risiko yang dihadapi seseorang sebagai pemilik
rumah, kalau rumah miliknya terbakar maka pemiliknya dapat
dikatakan ditimpa kerugian, usaha pertanggungan justru memusatkan
perhatian pada masalah atau problem ekonomis risiko murni ini.

2. Menurut obyek yang dikenai
a. Risiko perorangan

Risiko terutama mengenai waktu kematian atau ketidakmampuan
seseorang, risiko yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekeda
lagi, oleh karena itu risiko perorangan dibagi z yakni risiko mengenai
jiwa dan risiko mengenai kesehatan orang itu.

b. Risiko harta kekayaan

Risiko mengenai harta kekayaan karena dirusak oleh suatu peristiwa
secara tiba-tiba.

c. Risiko tanggung jawab

Risiko mengenai tanggung jawab menurut hukum dari seseorang
atas keruglan yang menimpa.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Hukum asuransi meliputi:
1. KI]IID

a. Pasal 246 s/d Pasal 286 tentang Pengaturan Umum.
b. Pasal 287 s/d Pasal 3o8 tentang Asuransi kebakaran, Asuransi hasil

pertanian, Asuransi jiwa.
c. Pasal 592 s/d Pasal 695 tentang Asuransi pengangkutan laut dan

perbudakan, pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun Lg64 tentang Dana pertanggungan

Wajib Kecelakaan Penumpang

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun Lg64 tentang Dana Kecelakaan lalu
Lintas Jalan

4. Undang-undang Nomor z Tahun Lggz tentang Usaha Perasuransian

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun Lgg2 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 196s tentang Ketentuan-
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ASURANSI SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan
periode Islam berikutnya, belum di kenal institusi keuangan asuransi. Tidak
ada nash Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang menjelaskan tentang teori dan
praktek operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Secara historis
pembahasan tentang asuransi baru muncul pada abad 18, yaitu pada masa

hidupnya Ibnu Abidin (1284-1836), seorang ulama ahli fiqh dari kalangan
Madzhab Hanafiah, yang memberi tanggapan praktek asuransi pada kitabnya
Raddul Mukhtar, pada Bab -al-musta'min (pihak yang meminta jaminan).

Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui
penyesuaian-penyesuaian melalui proses "islamisasi". Praktek yang tidak
sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi,
seperti praktek riba (bunga), marsfr dan gharar.

Bagi setiap muslim sesungguhnya hidup dan mati hanya untuk Sang

Pencipta Allah SWT semata-mata. Dalam tekad itu terkandung konsekuensi,

setiap muslim harus berislam bukan hanya di masjid dan mushalah, ketika
shalat, puasa, zakat dan berhaji saja, akan tetapi juga ketika ia berada di
pasar, bank dan perkantoran. Ketika ia sedang bertransaksi, berinvestasi di
pasar modal, dan juga ketika berasuransi.

Semangat itu pula yang mestinya menjiwai semarak kebangkitan
ekonomi Islam di dunia. Di Indonesia sendiri, sejak sistem bank tanpa bunga

di perkenalkan melalui UU No 7 Lgg2 tentang Perbankan, yang dipertegas

dengan diakuinya dual bonking system, perbankan syariah tumbuh dengan

cepat dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukan pangsa total aktiva
perbankan naik dari dari o,LLyo pada Lggg menjadi o3gyo pada 2oo1. Dana

pihak ketiga naik dari o,o7% menjadi o,g% pada kurun waktu sama, dan

suatu risiko, apa yang dimaksud
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kantor juga semakin meluas menjangkat 29 kota di pulau Jawa, Sumatera ,

Sulawesi dan Kalimantan.
Di bidang asuransi, perkembangan yang sama pun tedadi. Penerimaan

praktek asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi ijma' jama'i
(kesepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama
Indonesia (MUI) atau lembaga bahtsul masa'il di NU dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Pada tahun 2oo1, MUI melalui Dewan Syariah Nasional
(DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah
sebagai panduan awal operasional industri asuransi syariah di Indonesia.
Tujuan adanya fatwa ini sebagai panduan awal operasional asuransi syariah
di Indonesia. Pada tahap berikutnya, fatwa tentang asuransi syariah yang
dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat dijadikan bahan materi dalam proses
positivisasi hukum ekonomi syariah yang sedang dikerjakan oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Mahkamah Agung RI (Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan
ANI Hasan Ali, zoo6:r).

saat ini, perusahaan asuransi yang benar- benar secara penuh
beroperasi secara syariah ada tiga, yakni Asuransi Takaful Umum, Asuransi
Takaful Keluarga fiiwa), dan Mubarakah. Selain itu beberapa perusahaan
asuransi konvensional telah membuka divisi syariah yakni MAA, Great
Eastern, Bumiputera (asuransi jiwa), dan Tripakarta. Data Departemen
Keuangan menunjukan, market share asuransi syariah pada tahun 2oo1
baru mencapai o,g%o dari total premi asuransi nasional. Perkembangan ke
depan diperkirakan akan lebih marak lagi mengrngat kondisi dakrarah Islam
yang semakin luas cakupanDy?, sehingga meningkatkan au)oreness
masyarakat. Di samping itu beberapa kebijakan pemerintah yang
mendukung perkembangan asuransi syariah adalah ditetapkannya
kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Di
bidang aturan hukum, saat ini sedang digodog aturan khusus mengenai
asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan
sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998.

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang
berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap
diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWI,
apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita
miliki.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya
musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (risk
retention), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (nsk transfer), dan
yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (nsk sharing). Menarik untuk
direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam
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